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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Auditing

Pemeriksaan akuntan atau yang biasa disebut dengan auditing sangat penting untuk dilakukan karena didalam menjalankan sebuah perusahaan tidak terlepas dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan dapat terjadi. Selain itu pemeriksaan akuntan juga sangat penting untuk dilakukan karena dapat meminimalisasi adanya penyimpangan dan memaksimalkan berbagai aspek didalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan baik dilihat dari sudut keuangan maupun non keuangannya.

2.1.1. Pengertian Auditing
Pemeriksaan akuntan atau auditing. Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Walaupun tujuan utama dari dilakukannya pemeriksaan agar informasi akukntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan-tujuan lain yang dapat dicakup. 

Pengertian auditing menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

(2000 : 9)
Dari definisi di atas, Arens dan Loebbecke berpendapat bahwa auditing merupakan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit juga harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.


Pengertian lain mengenai audit menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh menejemen beserta catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

(2004 : 3)


Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil audit disampaikan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.2. Audit Internal


Untuk menentukan bahwa pengendalian internal telah memadai dan berjalan sebagaimana mestinya, perusahaan perlu mengadakan audit internal secara terus menerus. Audit internal tidak harus membatasi pada penemuan rutin atas kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan, tetapi dapat juga melakukan suatu penilaian atas berbagai fungsi operasional.

2.2.1. Pengertian Audit Internal


Audit internal dapat diartikan sebagai aktivitas pemeriksaan dan penilaian dalam suatu perusahaan secara menyeluruh, yang bertujuan membantu semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif melaui pemberian saran yang berguna untuk memperbaiki kinerja disetiap tingkatan manajemen.
Pengertian audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya Auditing 2 adalah sebagai berikut :

“Suatu fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi”.

(2003 : 408)

Pengertian lain mengenai audit internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing adalah sebagai berikut :

“Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independent) didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan”.

(2005 : 3)


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan independen dalam suatu organisasi yang memberikan jasa untuk memeriksa, mengevaluasi dan memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasi perusahaan Audit internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan pengendalian internal yang menguji kememadaian dan keefektifan pengendalian lain.

2.2.2. Fungsi Dan Tanggung Jawab Audit Internal

Fungsi aidot internal didalam perusahaan yang relatif besar, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, seksi atau satuan organisasi yang lain dan sebagian wewenangnya kepada kepala unit organisasi tersebut.Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlunya dibentuk fungsi audit internal.

Pengertian fungsi menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efesiaensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bagian bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai keefektivitas unsur-unsur pengendalian internal yang lain”.

(2002 : 211)


Pada waktu auditor berusaha memahami fungsi pemeriksaan internal untuk mengidentifikasi aktivitas audit internal yang relevan dengan perencanaan audit.

Tanggung jawab audit internal adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap manajemen dan dewan direksi dengan menjaga agar tanggung jawab tersebut konsisten dan berpedoman kepada standar profesional audit internal dan standar pelaksanaan professional kode etik. Selain itu juga melakukan koordinasi kegiatan audit internal dengan kegiatan bagian lainnya sebagai tujuan audit internal dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pengertian tanggung jawab audit internal menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Memantau kinerja pengendalian internal entitas”.

(2002 : 211)


Pengertian lain tanggung jawab audit internal menurut Arens dan Loebbecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Audit internal bertanggung jawab untuk mengeveluasi apakah struktur pengendalian internal perusahaan telah dirancang dan berjalan efektif dan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar”.

(2003 : 757)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab audit internal adalah memberikan informasi dan rekomendasi kepada manajemen mengenai aktivitas didalam perusahaan dan mengevaluasi pengendalian interal entitas.

2.2.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar. Anggota organisasi yang dibantu dengan adanya audit internal mencakup seluruh tingkatan manajemen dan dewan.


Pengertian tujuan audit internal menurut Le Roy Bookal dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal adalah sebagai berikut : 

“Internal auditing goals and objectives :

1. Maximize shareholder value, 

2. Protect other stakeholders interests, 

3. Protect company assets,

4. Insure compliance with laws, regulations and protocols,

5. Achieve objectives in an ethical manner”.
(2001 : 29)


Dari pendapat diatas, dapat disebutkan bahwa sasaran dan tujuan dari audit internal terdiri dari 5 hal, yaitu :

1. Memaksimalkan nilai pemegang saham.

2. Melindungi kepentingan lain para pemegang saham.

3. Melindungi aset perusahaan.

4. Memberikan jaminan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan.

5. Mencapai tujuan dengan cara yang etis.


Pengertian lain tujuan audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya Auditing 2 adalah sebagai berikut :
“Untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan bahwa tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar”.

(2003 : 410)

Pernyataan ruang lingkup audit internal menurut The Institute of Internal Auditors dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal adalah sebagai berikut : 

“The scope of internal auditing should encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the organization’s system of internal control and the quality of performance in carrying out assigned responsibilities”.

(2001 : 30)


Ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian kememadaian dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Ruang lingkup audit internal meliputi penilaian terhadap keefektifan sistem pengendalian internal serta pengevaluasian terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. 


Pengertian lain ruang lingkup audit internal menurut Guy, Wayne dan Alan yang dialih bahasakan oleh Paul A Rajoe dan Ichsan Setia Budi dalam bukunya Auditing 2 adalah sebagai berikut :
“Ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas sebagai berikut :

1. Mereview keandalan informasi,

2. Mereview berbagai system,

3. Memverifikasi keberadaan harta,

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan sumber daya, 
5. Mereview berbagai operasi”.

(2003 : 410)


Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan pengevaluasian yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan ruang lingkup audit internal meliputi tugas-tugas berikut :
1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.

2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.

4. Menilai keekonomisan dan keefisienan pengunaan berbagai sumber daya.

5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.2.4. Independensi dan Kompetensi Audit Internal


Kedudukan pemeriksa harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksa atau bebas dari pengaruh objek-objek yang diperiksanya. Para pemeriksa dikatakan mandiri apabila dapat meleksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian mereka dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa perasangka, hal ini sangat diperlukan bagi pemeriksaan.


Pengertian independensi menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :  

“Standar umum yang kedua mengatur sikap mental independen auditor dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya”.

(2002 : 26)


Jenis independensi menurut Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :
“1. Independence in fact,

 2. Independence in appearance”.
(2000 : 87)

Independence in fact timbul pada saat auditor benar-benar mampu menjaga suatu sikap yang tidak biasa dalam melaksanakan audit, sedangkan independence in appearance merupakan hasil tafsiran lain mengenai independensi tersebut. Bila auditor melaksanakan independence in fact tetapi penggunanya percaya bahwa mereka merupakan penyokong kliennya, maka pasti nilai fungsi audit akan hilang. Meskipun ada kemungkinan untuk mengambil posisi yang ekstrim bahwa semua hal yang mempengaruhi baik Independence in fact maupun independence in appearance harus dihilangkan untuk menjamin penghargaan yang tinggi dari lingkungan, hal ini diragukan apakah akan dapat memecahkan masalah sebanyak yang akan diciptakannya. Kesulitan dalam posisi ini adalah bahwa hal tersebut mungkin menegaskan pelayanan terhadap klien secara signifikan, kebebasan para auditor melaksanakan audit dalam cara tradisional dan kemampuan perusahaan auditor untuk mempekerjakan staf yang kompeten.


Objektivitas adalah suatu sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal dalam arti auditor internal tidak boleh terpengaruh dengan adanya penetapan dan rekomendasi standar-standar pemeriksaan yang ditetapkan olehnya untuk perbaikan sistem dan prosedur yang diperiksanya. Apabila unsur status organisasional dan objektivitas sudah terpenuhi, diharapkan audit internal telah independen.

Pengertian objektivitas menurt Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini : 

1. Status organisasi auditor internal yang bertanggungjawab atas audit internal, 

2. Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor intern mengenai bidang uang diaudit”.

(2002 : 213)

Sikap objektif akan memungkinkan auditor internal benar-benar yakin atas hasil pekerjaannya dan tidak akan membuat penilaian yang kualitasnya diragukan. Para auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka merasa tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif. Pelaksanaan kegiatan yang bukan fungsi audit, dianggap akan mengurangi sikap objektif audit.

Pengertian kompetensi menurt Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Pada waktu menentukan kompetensi auditor intern, auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai faktor-faktor berikut ini : 

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman professional auditor intern, 

2. Ijazah professional dan pendidikan professional berkelanjutan, 

3. Kebijakan, program, dan prosedur audit, 

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern,

5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern, 

6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi, 

7. Penilaian atas kinerja auditor intern”.

(2002 : 213)
2.2.5. Program, Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Laporan Audit Internal


Program adalah langkah-langkah yang telah disusun secara rinci dan menyeluruh untuk tujuan yang kemudian dilaksanakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Program kerja pemeriksaan merupakan alat perencanaan, pelaksanaan dan pengarah sebagai pemeriksa internal untuk dapat melaksankan tugasnya dengan baik. Selain itu program kerja juga merupakan alat kendali agar pemeriksa internal menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan audit.


Pengertian audit program menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing adalah sebagai berikut :

“Audit program adalah merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisiensi”.

(2005 : 3)


Pengertian lain audit program menurut Arens dan Loebbecke yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Yusuf dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Instruksi terinci untuk mengumpulkan bahan bukti menyeluruh suatu bidang audit atau seluruh audit. Program audit selalu mencakup prosedur audit dan juga dapat pula meliputi besar sampel pos atau unsur yang dipilih serta saat pelaksanaan pengujian”.

(2003 : 821)
Program audit internal merupakan petunjuk atau pedoman dan prosedur atau langkah-langkah yang harus diikuti bagi pemeriksa internal dalam melakukan pemeriksaan internal, sehingga dapat dicapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan program audit yang baik, pemeriksa akan dapat melaksanakan pemeriksaan dan sebaliknya tanpa program audit, pelaksanaan pemeriksaan mungkin akan mengambang tanpa arah.


Pengertian program kerja audit menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya Modern Auditing adalah sebagai berikut :

“Performance of audit work- audit work should include :

 1. Planning the audit,

2.  Examining and evaluating information,

3. Communicating results,

4. Following up”.
(2001 : 983)


Dari pendapat diatas program kerja audit dapat diuraikan adalah sebagai berikut :
1. Planning the audit. Auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.

2. Examining and evaluating information. Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.

3. Communicating results. Auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.

4. Following up. internal audtor melaksanakan audit untuk memastikan tindakan yang diambil adalah tepat untuk dapat melaporkan temuan yang ditemui dalam audit dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Apabila program kerja audit telah selesai dibuat, selanjutnya diserahkan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan serta saran-saran dan koreksi sehingga program kerja audit akan lebih berarti.
Tahap akhir pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil-hasil kegiatan pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas-tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada bagiannya. Laporan audit internal berisi suatu penjelasan mengenai ruang lingkup, tujuan audit, prosedur umum, temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi.

Pengertian laporan audit menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing adalah sebagai berikut :

“1. Lisan, 

  2. Daftar kuesioner,

  3. Surat, 

  4. Laporan yang berisi sekumpulan komentar”.

(2005 :67)

Bentuk laporan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lisan, laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera, yang tidak memerlukan pencatan.

2. Daftar kuesioner, diperlukan untuk suatu chek list atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa yang telah dilakukan, tetapi laporan daftar kuesioner kurang memberikan informasi secara efektif.

3. Surat, laporan berbentuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat.

4. Laporan yang berisi sekumpulan komentar, sangat tepat digunakan untuk rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak atau bila laporan terdiri banyak halaman.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan audit menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing adalah sebagai berikut

“1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah  audit selesai. Laporan intern baik secar tertulis maupun lisan dapat juag disampaikan, 

2.  Internal  audit harus  mendiskusikan temuan-temuan  audit, kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan dengan manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi tersebut, 

3. Laporan harus objektif, jelas, singkat, padat, membangun dan tepat waktu, 

  4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil audit dan bila  mungkin, laporna harus berisi pernyataan pendapat auditor, 

  5. Laporan harus berisi rekomendasi-rekomendasi, atas perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan”.

(2005 :67)


Laporan audit internal harus memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif dan konstruktif dari pihak auditor kepada manajemen. Temuan-temuan atau pendapat dari bagian internal audit dapat membantu manajemen untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik serta rekomendasinya dapat membuat manajemen waspada terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan.



Laporan yang disampaikan kepada manajemen akan mencerminkan kualitas pekerjaan auditor internal. Bentuk laporan ini bersifat khusus karena ditujukan dalam rangka meningkatkan efektivitas.

Bentuk laporan dapat bersifat, tidak harus terpaku pada suatu format tertentu, karena bentuk laporan dapat dipengaruhi oleh sifat serta saat-saat aktivitas pemeriksaan dilakukan. Yang pokok dalam laporan harus meliputi tanggal pelaporan, persetujuan ruang lingkup pemeriksaan, hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian, serta penandatanganan oleh kepala bagian pemeriksaan.

Apabila laporan audit  sudah diterbitkan, tidak berarti semua tugas auditor internal sudah selesai, karena diperlukan suatu tindak lanjut yang berupa evaluasi tindakan-tindakan yang diambil sehubungan dengan saran-saran atau rekomendasi perbaikan yang ditemukkan.

Pengertian tindak lanjut pemeriksaan internal menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya Modern Auditing adalah sebagai berikut :

“Internal auditors should fllow up to assertion that appropriate action is taken on reported audit findings”.

(2001 : 997)


Tindak lanjut merupakan tahap akhir dari langkah kerja audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan supaya pemeriksaan internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang layak telah diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan, atau temuan bagian audit internal berkeyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan atau sesuai dengan yang diharapkan.


Untuk itu, manajemen harus mempunyai itikad baik untuk memperbaiki keadaan karena audit internal pada dasarnya merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Jika ternyata hasil audit internal yang dilaksanakan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, tindak lanjut yang dapat diambil adalah melaporkan temuan-temuan tersebut kepada pimpinan perusahaan untuk kemudian dilakukan perbaikan atau penyelesaian masalah.
2.3.     Pengendalian Internal


Suatu pengendalian internal yang baik adalah kunci sukses dan efektif tidaknya manajemen suatu perusahaan. Pengendalian ini sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan yang dapat terjadi pada perusahaan. Pengendalian bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pekerjaan akuntansi sebagai akibat dari ketidaksengajaan atau kecurangan.

2.3.1. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang baik memberikan jaminan yang kuat bahwa catatan klien dapat diandalkan dan asetnya dilindungi. Pada saat auditor menemukan jenis pengendalian internal yang kuat, jumlah bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit daripada pengendalian internal yang lemah. Oleh karena itu, penilaian auditor mengenai pengendalian internal memiliki dampak terhadap proses audit.

Pengertian pengendalian internal menurut Krismiaji dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :

“Rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan usaha untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

(2002 : 218)



Pengertian lain pengendalian internal menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya Modern Auditing adalah sebagai berikut : 

“Internal control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : 

1. Reliability of financial reporting, 

2. Compliance with applicable laws and regulations, 

3. Effectiveness and efficiency of operations”.
(2001 : 325)

Dari definisi tersebut, tercermin bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan pimpinan, manajemen dan personel lain perusahaan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang layak mengenai pencapaian tujuan, yaitu : 

1. 
Keandalan laporan keuangan.

2. 
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

3. 
Keefektifan dan efisiensi kegiatan operasi.

2.3.2. Tujuan Pengendalian Internal
Pengendalian internal yang diterapkan perusahaan diarahkan pada upaya pencapaian tujuan yang telah digariskan oleh perusahaan. Pencapaian dilakukan dengan pengumpulan informasi keandalan aktual organisasi dibandingkan dengan keadaan yang dapat mendorong perubahan yang sifatnya memperbaiki kinerja.

Pengertian tujuan utama pengendalian internal menurut Hiro Tugiman  dalam bukunya Standar Profesional Audit Internal adalah sebagai berikut :

“1. Keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi, 

  2. Perlindungan terhadap harta organisasi,

  3. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, 

  4. Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

5. Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan      ketentuan perundang-undangan”.

(2001 : 44)

Pengertian lain tujuan pengendalian internal menurut Ratliff dan Wallace dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“1. Reliability and integrity of information, 

 2. Compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations, 

 3. Safeguarding of assets, 

 4. Economy and efficiency of operations,

 5. Accomplishment of organizational objectives and goals for operations and programs”.

(2000 : 99-100)

Dari definisi diatas dapat dikatakan tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut :
1. Reliability and integrity of information

Semakin besar dan rumit suatu organisasi, maka sistem informasinya semakin penting dan menjadi lebih rumit.

2. Compliance with policies, plans, procedures, laws, and regulations

Tujuan pengendalian ini adalah untuk menjamin pengendalian kegiatan operasi yang telah direncanakan, sistematis dan teratur.

3. Safeguarding of assets

Secara khusus, pengendalian yang paling menonjol dirancang dan dilaksanakan untuk melindungi asset organisasi.

4. Economy and efficiency of operations

Tujuan perusahaan menyelenggarakan usaha dengan pengeluaran seminimal mungkin dengan pertukaran yang optimal antara biaya dan manfaat.

5. Accomplishment of organizational objectives and goals for operations and programs

Fokus semua pengendalian dan aktivitas organisasi adalah untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

2.3.3. Komponen Pengendalian Internal

Setiap perusahaan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang berbeda sehingga pengendalian internal yang  baik pada suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Agar tujuan penerapan pengendalian internal dapat tercapai, pengendalian internal tersebut harus memiliki suatu komponen-komponen tertentu yang berhubungan secara langsung dengan tujuan-tujuan pengendalian internal.
Lima komponen pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut :

“Lima komponen pengendalian internal : 

1. Lingkungan pengendalian, 

2. Penaksiran Risiko, 

3. Aktivitas pengendalian, 

4. Informasi dan komunikasi, 

5. Pemantauan”.

(2001 : 319.8-319.11)

Adapun kelima komponen dalam penerapan pengendalian internal kas adalah sebagai berikut :
1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal sebagai berikut :

a. Integritas dan nilai etika.

b. Komitmen terhadap kompetensi.

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit.

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen.

e. Struktur organisasi.

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab.

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang lingkungan pengendalian untuk memahami sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen dan dewan komisaris terhadap lingkungan pengendalian internal, dengan mempertimbangkan baik substansi pengendalian maupun dampaknya secara kolektif. Auditor harus memusatkan pada substansi pengendalian daripada bentuk luarnya, karena pengendalian mungkin dibangun namun tidak dilaksanakan.

Pada saat memperoleh pemahaman tentang lingkungan pengendalian, auditor mempertimbangkan dampak kolektif kekuatan dan kelemahan dalam berbagai faktor lingkungan pengendalian terhadap lingkungan pengendalian yang dapat berdampak pervasif terhadap pengendalian intern.

2. Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi.

b. Personel baru.

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki.

d. Teknologi baru.

e. Lini produk, atau aktivitas baru.

f. Restrukturisasi korporasi.

g. Operasi luar negeri.

h. Standar akuntansi baru.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang proses penaksiran risiko entitas untuk memahami bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan dan memutuskan tentang tindakan yang ditujukan pada risiko tersebut yang mencakup pemahaman tentang bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko, melakukan estimasi signifikannya risiko, menaksir kemungkinan terjadinya, dan menghubungkannya dengan pelaporan keuangan.

Penaksiran risiko entitas berbeda dari pertimbangan auditor tentang risiko audit dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor melakukan penaksiran atas risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah saji material dapat terjadi dalam laporan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan beberapa hal berikut ini :

a. Review terhadap kinerja.

b. Pengolahan informasi.

c. Pengendalian fisik.

d. Pemisahan tugas.

Pada saat auditor  memperoleh pemahaman tentang komponen lain, ia juga mungkin memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian. Auditor harus mempertimbangkan pengetahuan tentang ada atau tidaknya aktivitas pengendalian yang diperoleh dari pemahaman terhadap komponen lain dalam menentukan apakah diperlukan perhatian tambahan untuk memperoleh pemahaman atas aktivitas pengendalian dalam perencanaan audit.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

a. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.

b. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.

c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.

d. Dengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti komputer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara dan mengakses informasi.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai mengenai cara yang digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan masalah-masalah signifikan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan.

5. Pemantauan

Manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya.

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu yang mencakup penentuan desain serta operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. 

Di berbagai entitas, auditor internal atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas yang mencakup penggunaan informasi dari komunikasi dengan pihak luar yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2.3.4.
Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada dasarnya dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan perusahaan, namun tidak semuanya berjalan efektif, hal tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan.
Beberapa keterbatasan pengendalian internal
menurut Boynton, Johnson dan Kell dalam bukunya Modern Auditing adalah sebagai berikut :

“1. Mistakes in judgement, 

2. Breakdowns, 

3. Collusion, 

4. Management override, 

5. Cost versus benefits”.

(2001 : 327)

Sebaik apapun perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal suatu perusahaan, tetap hanya menyajikan jaminan yang layak berdasarkan pencapaian tujuan pengendalian suatu perusahaan. Beberapa keterbatasan pengendalian internal adalah sebagai berikut :
1. Mistakes in judgement

Adakalanya pihak manajemen dan personel lainnya mungkin melakukan penilaian yang kurang baik dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas-tugas rutin karena informasi yang tidak memadai, batasan waktu, atau prosedur-prosedur lainnya.

2. Breakdowns

Kegagalan dalam menetapkan pengendalian mungkin timbul bila personel salah memahami instruksi atau kesalahan akibat kecerobohan, gangguan atau kelelahan. Perubahan personel dalam sistem atau prosedur baik yang bersifat tetap atau sementara memungkinkan juga munculnya kegagalan.

3. Collusion

Individu-individu yang melakukan kegiatan bersama seperti pegawai yang melaksanakan pengendalian yang penting bekerja sama dengan karyawan lain, pelanggan atau penyalur yang mungkin mampu melakukan dan menutupi kecurangan untuk mencegah pemeriksaan oleh pengendalian internal.

4. Management override

Manajemen dapat melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak benar, misalnya hanya untuk kepentingan pribadi. Di dalamnya termasuk pembuatan salah saji yang sengaja dilakukan kepada dan dengan mengeluarkan dokumen yang salah untuk mendukung pencatatan transaksi yang fiktif.

5. Cost versus benefits

Biaya pengendalian internal suatu perusahaan tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dapat diperoleh. Karena pengukuran yang tepat dari biaya dan manfaat biasanya tidak mungkin, maka manajemen harus membuat perkiraan dan penilaian kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.

2.4. 
Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajer dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Efektivitas selalu berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dimana suatu perusahaan juga dikatakan telah beroperasi secara efektif apabila perusahaan tersebut dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.  

2.4.1.
Pengertian Efektivitas

Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan. Secara singkat pengertian efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengertian efektivitas menurut R A Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai berikut :

“Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang dicapai semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian tertentu maka dapat dikatakan semakin efektif unit tersebut ”.

(2000 : 33)

Perbedaan efektivitas dan efisiensi menurut Arens dan Loebbeck dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Effectiveness refers to accomplishment of objectives, whereas efficiency refers to the resources used to achieve those objective”.

(2000 : 13)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum audit operasional mengenai keefektifan dapat dilaksanakan, harus ada pengertian khusus tentang apa yang dimaksud dengan keefektifan itu sendiri. Seperti halnya efektivitas, dalam efisiensi juga harus ada kriteria yang didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan melakukan kegiatan lebih efisien sebelum audit operasional dapat bermanfaat. Seringkali lebih mudah untuk menyusun kriteria efisiensi daripada efektivitas. Efisiensi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tanpa pengurangan efektivitas.

Dari kedua definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

2.5.
Kas


Kas merupakan harta lancar serta merupakan alat pertukaran atau alat ukur dalam dunia akuntansi dan perekonomian. Di dalam neraca, kas merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Hampir setiap transaksi berawal dari kas dan berakhir pula dengan kas. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan berarti makin tinggi tingkat likuiditasnya. Ini berarti bahwa perusahaan mempunyai resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya.
2.5.1. Pengertian Kas

Kas merupakan salah satu unsur terpenting dalam laporan keuangan karena keterlibatannya hampir setiap transaksi perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap transaksi berawal dan berakhir dengan kas, serta meningat peranannya sebagai alat tukar dan dasar pengukuran, perhitungan bagi unsur-unsur lainnya.
Pengertian kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

“Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk pula dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kA Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk commemorative coin, emas batangan, dan mata uang emas serta valuta asing yang sudah tidak berlaku”.

(2004 : 31.13)

Pengertian lain kas menurut Jhon D. Mortin dalam bukunya Modern Auditing adalah sebagai berikut : 

“Cash is the currency and coin the firm has on hand in petty cash drawer, in cash register or in checking accounts at the various commercial banks where is demand deposits are maintened”.

(2001 : 528)



Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kas terdiri dari uang tunai perusahaan, giro-giro pada bank, dan surat berharga yang mudah dijual atau deposito jangka pendek.

2.5.2.
Pengendalian Internal Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas

Jumlah yang mengalir ke dalam dan ke luar perkiraan kas dan jumlah transaksi sering kali lebih besar daripada perkiraan-perkiraan lain yang ada dalam neraca. Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu “alat” untuk mencegah kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi, yaitu pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas bertujuan agar selisih-selisih yang terjadi dalam kas dapat diketahui dan setiap penyalahgunaan dana dapat diungkapkan.

Pengertian pengendalian kas menurut Wilson dan Campbell yang dialih bahasakan oleh Tjitjin Fenix Tjendera dalam bukunya Controllership Tugas Akuntansi  Manajemen adalah sebagai berikut : 

“Ditinjau dari segi pengendalian adalah perlu diketahui bagaimana penerimaan dan pengeluaran kas yang sebenarnya dibandingkan dengan taksirannya. Informasi seperti itu ditunjukkan  oleh laporan kas.”

(2001 : 414)

Pengendalian internal kas haruslah menjamin bahwa :

1. Semua penerimaan kas harus diterima dan dicatat dengan benar jumlahnya dan tepat waktu.

2. Uang yang ada di perusahaan dan di bank harus dinyatakan dengan benar.

3. Harus disediakan persediaan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari sesuai dengan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas.

Pada umumnya pengendalian internal kas berbeda-beda, karena tidak ada suatu pengendalian yang standar yang dapat berlaku untuk semua jenis perusahaan. Tetapi secara umum pengendalian internal yang baik terdapat prinsip yang perlu diperhatikan.

Pengendalian internal kas terbagi atas :

1. Pengendalian internal atas penerimaan kas

Prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dalam suatu pengendalian internal atas penerimaan kas adalah sebagai berikut :

a. Semua penerimaan kas harus melalui pos harus dicatat sebelum ditransfer ke lembaran setoran.

b. Semua penerimaan harus disetorkan sepenuhnya setiap hari.

c. Biasanya fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas harus dipisah sama sekali.

d. Tanggung jawab untuk menangani kas harus dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan secara pasti.

e. Penanganan fisik kas harus dipisahkan seluruhnya dari penyelenggaraan pembukuan dan teller tidak berwenang (berhak) terhadap pembukuan.

f. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan kas diharuskan mengambil cuti, dan digantikan oleh orang lain selama cuti. Juga pada waktu yang tidak diberi tahu, para pegawai harus dipindahkan ke tugas lain untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya kolusi.

g. Semua pegawai yang menangani kas atau pembukuan harus diikat kontrak.

h. Sedapat mungkin dipergunakan alat-alat mekanis yang dapat memberikan pengecekan tambahan.

2. Pengendalian internal atas pengeluaran kas

Penyusunan pengendalian internal atas pengeluaran kas dapat disusun sesuai dengan keadaan perusahaan dengan memperhatikan beberapa prinsip umum :

a. Kecuali untuk transaksi kas kecil, semua pembayaran harus dilakukan melalui teller.

b. Semua cek harus diberi nomor terlebih dahulu. Dan semua nomor yang dipergunakan atau dibatalkan harus dipertanggungjawabkan.

c. Tanggung jawab untuk penerimaan kas harus dipisahkan dari tanggung jawab pengeluaran kas.

d. Semua orang menandatangani cek atau yang menyetujui pembayaran harus dipertanggungjawabkan secukupnya.

e. Faktur yang telah disetujui untuk semua pembayaran dan semua dokumen pendukung yang diperlukan harus menjadi prasyarat untuk melakukan pembayaran.

f. Pembayaran gaji dan upah melalui rekening pribadi (karyawan) yang diambil memalui teller.

g. Setelah pembayaran dilakukan, semua dokumen pendukung harus diperforasi atau diberi tanda “telah dibayar” agar tidak dipergunakan untuk kedua kali.

h. Persetujuan bukti atau voucher pembayaran biasanya harus dilakukan oleh mereka yang tidak bertugas untuk melakukan pembayaran.

i. Untuk transfer antar bank harus ada persetujuan khusus, dan harus diselenggarakan suatu perkiraan “transfer bank”.

j. Semua bukti transaksi harus ditulis dengan tinta atau diketik.

2.5.3.
Penyalahgunaan Kas

Penyalahgunaan kas dapat terjadi pada waktu saat penerimaan ataupun pengeluaran kas yang dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya bisa merugikan perusahaan dan bila tidak segera diatasi akan mengurangi likuiditas perusahaan.

1.
Penyalahgunaan kas dalam penerimaan kas dapat terjadi seperti yang tersebut di bawah ini :

a. Dengan mencantumkan angka penjumlahan buku kas yang lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya.

b. Dengan menahan berbagai jenis pendapatan lain-lain.

c. Dengan tidak melaporkan semua atau sebagian penjualan, sebaliknya mengantongi uangnya.

d. Dengan mengantongi kelebihan kas.

2.
Penyalahgunaan kas dalam pengeluaran kas dapat terjadi seperti yang tersebut di bawah ini :

a. Menyiapkan bukti voucher palsu atau mengajukan voucher untuk mendapatkan pembayaran dua kali.

b. Kitting, atau pembayaran tanpa mendapat persetujuan dengan cara tidak mencatat pembayaran.

c. Mencantumkan jumlah total yang tidak benar dalam buku kas.

d. Menguangkan cek gaji/upah atau deviden yang belum ditagih oleh yang berhak.

2.6.
Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kas

Mengingat keberadaan kas pada perusahaan sangat vital sebagai sumber pembiayaan operasi normal perusahaan, maka perhatian utama audit internal kas adalah ketepatan, keabsahan, kelengkapan, akurasi pencatatan pengklasifikasian atas transaksi kas, karena dari sini akan didapatkan gambaran tentang kondisi penerimaan dan pengeluaran kas yang ada sehingga memudahkan dalam usaha pencapaian tujuan. 

Oleh karena itu dari sini dapat terlihat jelas betapa eratnya hubungan peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kas, karena audit internal berperan dapat menunjang dipercayanya data atas transaksi kas, efektivitas dan efisiensi aktivitas kas dan ketepatan pada hukum dan peraturan atas kas.

Menurut Hiro Tugiman dalam bukunya Pengenalan Manajemen Internal Audit adalah sebagai berikut :

“Audit internal membantu organisaasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko pengendalian, dan proses governance”.

(2006 : 15)

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing adalah sebagai berikut :

“Audit intern menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian yang lain”.

(2002 : 211)
Audit internal yang berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kas tersebut adalah yang betul-betul diyakini telah memadai, ditinjau dari ketaatan para pemeriksa internal terhadap standar profesional dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

1. Independen, bagian audit internal harus terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksanya hingga ia mampu memberikan penilaian yang objektif.

2. Kompetensi, dalam arti bahwa pemeriksa internal harus memiliki keahlian dalam bidang auditing, akuntansi dan komputer, serta menggunakan profesionalnya secara cermat dan seksama.

3. Sebelum melakukan audit, pemeriksa internal harus membuat program audit internal yang disusun dengan baik, serta dilaksanakan dalam pemeriksaan supaya dapat membantu pemeriksa internal dalam mencapai tujuan.

4. Pelaksanaan program pemeriksa meliputi penghimpunan, penyusunan, penganalisaan, dan catatan yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan.

5. Pemeriksa internal harus mengetahui prosedur-prosedur internal perusahaan, terutama tentang kebijakan atas pengendalian internalnya, serta memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam bidangnya.

Oleh karena itu hanya audit internal yang memiliki kelima kriteria di atas yang dapat membantu dalam menunjang efektivitas pengendalian internal kas. Dan apabila dari hasil audit internal kas ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian maka kemungkinan diakibatkan oleh metode-metode penyalahgunaan maka dapat diambil suatu tindakan perbaikan.

Tujuan akhir dari pengaruh yang ditelaah antara audit internal dengan pengendalian internal kas khususnya adalah penentuan kompetensi informasi yang real sehingga jika terjadi kecurangan atas kelalaian akan dapat ditanggulangi sesederhana mungkin.

Dengan demikian jelaslah bahwa audit internal sangat perlu dalam memastikan dan mendukung tercapainya pengendalian internal kas pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung, tidak saja menekankan kepada aspek akuntansi tetapi segi aspek manajemen pelaksanaan audit internal yang memadai akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
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